QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 35 TATIUN 2002

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTOKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAJ YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Mcnimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Dacrah, Pajuk Ilotel dan Restoran merupakan jenis
Pajak Dacrah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten / Kota:

b. bahwa schubungan dengzn hal tersebut di atas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menctapkan Pajak IHotel dan Restoran sebagai
salah satu sumbcer Pendapatan Asli Dacrah:

¢ bahwe vntek mlaud wercbu periu ditetapkan dalan suaty Qanun.

Menginga: - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Drerah dan
Retribusi  Dacrah (Lembaran Negara Tahun™ 1997 Nomor 41,

Tambahan | .embaran Negara Nomor 3685);

[

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negera Nomor 3686):

3. Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negera Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan
Keuangan Antary Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomar 19 1y han Lembaan INegara Nomor 3848);
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Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan
Ketstimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Taban (99 Nomor 472 Fambahan 1 embaran Negara: Nomor

3803);

5 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten' Bireuen dan Nabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan  Lembaran Negara Nomor

3807):

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

8. Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 lentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

N
\

Tambahan Lembararn Negrra Nomor 4U48):

9. Undang-undang Nomor 8§ Tahun 2001 tentang Otonori Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam {Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4] 34);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, ‘Tambahan l.embaran

Negara Nomor 3952):

[l Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 200] Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4 38):

12 Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 lentang  Teknik
Penyasunan Peraiuan Perundang-undangan dan Beatuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 10),

13. Keputusan M
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13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Dacrah;

IS5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Dacrah Kabupaten/Kola;

t6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Daerah;

I'7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk-produk 1 Tukum Dacrah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
v Pasai 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

I Daerah adalah Kabupaten Bircuen;
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< Pemerintah Dacrah adalal, Kepala: Daeraly beserta perangkal Daeruh
Otonom yang lain scbagai Badan Lksckutif Dacrah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen:

4 Pepabat adalal Pepiwnn yang diberi tupns tertento i budung, Porpujukaon
Dacrah sesuai dengan Peraturan l’crumlung-undungun yang berluku;

S Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kabupaten Bireuen,

6. Badan adalah Suaty bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, Persckutuan,
Perkumpulan, FFirma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainnya;

7. Pajak Hotel dan Restoran yang sclanjutnya discbut Pajak adalah
Prnautan Dacrah ans peliyanan Hotel dan Restoran serta Rumah
Makan / Warung,;

8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperolch pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola
dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan
perkantoran;

9. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan
atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak
termasuk usaha jasa boga atau katering;

10.Pengusaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan / Warung adalah
perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel, restoran
dan rumah makan/warung untuk dan atag namanya sendiri atau untuk
dan alas nama pihak fain yang menjadi tanggungannya;

I'1.Surat Pemberitahuan Pajak Daciah yang selanjutnya disingkat SPTPD

adaiah sural yang digunakan olch Wajib Pajak yang melaporkan
perhitungan dan pembayaran Pajak yang lcrutang menurut peraturan

perundang-undangan Perpajakan Daerah;

12. Surat ... ... 47”
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[2.Surat Sctoran Pajak Dacrah. yang sclanjutnya dapat disingkat - SSPD
alalah sue vane el ol Wit Pujuh  untuk molukuknn
pembayarin i penyetorn gk iy terutmg Ke K Dierah g ke
tempat fain yang ditetapkan oleh Bupati;

L. Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang
terutang;

14, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
Pajak yang terutang;

I5. Surat Ketetapan  Pajak  Dacrah Kurang  Bayar Tambahan, yang
sclanjutnya dapa disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan ambahan jumiai, Pajak yang telah ditctapkan:

16. Surat Ketctapan Pajak Dacrah 1.cbih Bayar, yang sclanjutnya di singkat
SKPDLB, adalah sura( keputusan yang menentukan Jumlah kelebihan
pembayaran pajak kareny Jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terntang ot ¢!y seharusiya el utang,

I7.Surat  Ketetapan Pajak  Dacrah  Nihil yang - scianjutny disingkat
SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atay Pajak tidak
terutang dan tidak ada kredil Pajak;

I8, Surat "T'agihan Pajak Dacerabi. yang selanjutnya dapat disingkat STPD,
adalah surat melakukan Lagihan: Pajak dan gty sunksi- administrasi
berupa bunga atau denda;

19. Pemeriksaan  adalah serangkaian kegiatan  untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah day dan atay Kelerangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah;

20 Penyidikan tindak pidiana i bidang Pajak Daeraly adalah serungkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipillyang
sclanjutnya disehr Penvidit, nauk meiicar) seria mengumpulkan bukti

yang dengan bukti 1tu membua terang tindak pidana dj bidang Retribusi

Daciah yang tenade ser menemukan tersanghunya.

DA '/%
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BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap

pelayanan di hotel, Restoran dan Rumah Makan/Warung

(2)Chjeck  Pajok  adalal scliap  pefayanan  yang  disediakan dengan

pembayaran di Hotel, Restoran dan Rumah Makan/Warung.

(3) Obyck Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain
gubuk pariwisaty (coltage), Motel, Wisma Parawisata, Pesanggrahan
(hotel), Losmen dan Rumah Penginapan termasuk Rumah Kos
dengan jumlah kamar |5 atau Icbih yang menyediakan fasilitas
seperti rumah penginapan;

b. Pelayanan penunjang antara Jain Telepon, IFaximili, Telex, Foto
copy, pelayanan cucei. setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yarg
discdiakan atau dikelola Hotel:

¢. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain Puéat kebugaran (Fitness
center), kolam renang, (enis, goll, karaoke, yang disediakan atay
dikelola Hotel:

d. Jasa perscwaan ruangan untuk kegiatan acara atay pertemuan di

hotel,
}
¢. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertaj

dengan fasilitas penyantapannya;
Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah ;

a. Penyewaan rumah atau kamar, Apartement dan [asilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel;

b. Asrama dan pesantren;

¢. lasilitas olahraga dan  hiburan yang discdiakan di Hotel yang
dipergunakan oleh bukan tamu hote| dengan pembayaran:

f

d. Pertokoan ... .0 770
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d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipakai Jleh umum d
Hotel;

¢. Pelayanan  perjalanan  wisata yang diselenggarakan olch Hotel dan
dapat dimanfaatkan oleh umum;

£, Pelayanan Jasa Boga/ Katering;

g Pelayanan yang disedigkan oleh restoran atau rumah makan yang

peredarannya tiduk welebili bagas
Pasal 4

(1) Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mclakukan pembayaran atas pelayanan Hotel, Restoran dan Rumah

Makan / Warung,

(2) Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Rumah Makan adalah pengusaha

folel, Restorain dar Ruman ! akan / Warung
BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK.
Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pcmbayaran yang dilakukan kepada
Hotel dan atau Restoran dan Rumah Makan / Warung,
Pasal 6
Tarip pajak ditctapkan sehesar YO % (sepuluh) persen
BAB IV

WILAYAL PEMUNGUTAN pDAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang Criitang dipungui d Wilayah Dacrah.

(2) Besarnya Pajak yang terulang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana  dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB . /}/

Scanned by CamScanner



o Lo e e

) e

Bl e

TF =

BAB YV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8
Masa Pajak adalah Jangka wakty yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dj Hotel,
Restoran dan Rumah Makan / Warung,

Pasal 10

(1) Setiap Wajib pajnl: wajib mengisi SPTPD,

(2) SPTPD scbagaimans dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas,
venar dan lengkap serty ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan
kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata carg pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati

BAB vI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (n,
Bupalti menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD gok,

Sehagalinans diny

iaksud dalam ayag (1) tidak atau kurang
lah lewat wakty paling lama 30
SKPD diterima, dikenakan sanksi

dibayar scte (tiga puluh) hari sejak
administrasi berupa bunga sebesar 2

% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTD.

Pasal 12

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk men

ghitung, memperhitungkan
dan menetapkan pujak sendiri yang terutang,

(2)Dalam......M...
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(2) Dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saat lerutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan -
a. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Buyur(SKl’DKB);
b. Surat  Keletapan Pajak  Daerah Kurang  Bayar Tambahan
(SKPDKBT); '
¢. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(3) Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana
dimaksud Galan, dyau(Z) hurul'a diterbitkan

a. Apabila herdusurtan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terulang tidak  atay kurang  dibayar dikenakan sanksi
administrasj berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dari pajuk yang kurang atau terlambat dibayar untuk Jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung  sejak  saat
terutangnya pajak.

b. Apabila STPD {(iduk disampaikan  dalam Jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur sccara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atay terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak vang
terutang dihitnno secars ohitan dan Gikonaion sanksi administrasi
berupa kenaikan scbesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah  sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua
persen) scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka wakty paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan zipabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari

(5) Surat | /?4 .
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(5) Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN) scbagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurul a dan b tidak
alau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga 2% (dua persen) schulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13
(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang

ditunjuk olch Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

b

(2) Apabila pembayaran paJak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x

24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) -
dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 14
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada - Wajib Palak untuk

mengangsur pajak  terclang dalam  kurun wakiu - tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang dllcntul\an.

(3) Angsuran ... (ﬂ?/
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) Angsuran Pembayaran pyjak

scbagaimana dimaksud dalam ayat (2),
harus difglot... _
S dilakukan SCCAre teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebecar 20 - _
ot Sebesar 2% (dyg persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum

2y kurane dibavyr

(4) Bupati dapy; memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampal batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persvaratan vang ditentukan dengan bunga 2 % (dua persen)

sebulan dari jrimlnk -.:..

ajds v

1.

i:z Delumn @iau hurang dibavar.

) Porey . . ' .
(3) Persyaratan Untuk dapat mengangsur dan menunda pemrbayaran serta
«la cara pembavaran angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud

dalam ayat 2) gap ayal{4). ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15
(1) Setiap pembayaran pajak  scbagaimana  dimaksud pada Pasal 14
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran landa bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

(D) Surat Teovran o, T SUiingalan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksnaan pe

sihan pajak dikeluarkan 7 {tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang ierutang,

£3)Surat - Teguran, Surat Peringatan  atay surat lain yang  sejenis
sebagaimana dimaksud - dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang

ditunjuk oleh Bupati,

Pasal ... /f/
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Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
Jangka waktu schagaimana dilentukan dalam Surat leguran atau Surat
Peringatan atau surnt Juin yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa,

(2) Pejabat imenerbitkan Surat Paksa segera selelah lewat 21 (dua puluh
satu) hart sejak tanggal Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat
lain yang scjenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam Jangka waktu 2 x 24
Janesesudai aneont nen esitahne Qe o Pjabal - segera

HESH NV iy

menerbitkan Sural Perintah Melaksanakan Penvitaan

Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah - Melaksanakan Penyitaan, - Pejabat - mengajukan permintaan
penctapan tanggal pelelangun kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negaia menctapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis

kepada Wajib Pajak
Pasal 21

o ‘ -

Beniuk, Jems dan ase formn’ vann disaesinaleas et peiaksanaan

penag than Pajak Dacrah ditetapkan oleh Bupati.
BABIX

PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22
(1) Bupati  berdasarkan - permohonan Wajib  Pajak  dapat  memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
(2) Tata ... //;/

EEPERRETRE—————— |
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) Ta
(2)Tata cara pemberian pengrirangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan olch Bupati.
BABX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAL, AN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASL

Pasal 23
(1) Bupati karena Jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkun  SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitaniya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan atau kekeliruan dalam penerapan  Peraturan  Perundang-
undangan Perpajakan;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang tidak benar;

. mengurangkan atau  menghapuskan  sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
WerSChuL dikenakun Katean kekhlafan Woilk Paial: aoos: bulian karena

kesalahannya.

(2) Permohonan  pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan alau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan sccara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau
Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan

memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan

sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima,

sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila sctelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} Dupan swu Poibat yang diuniok tidak memberikan

Keputusan,  permohonan  pembetulan,  pembatalan, —pengurangan

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi sdministrasi

BAB /’%

dianggap dikabulkan.
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24
(D) Wajib Pajak dapu mengajukan keberatan hanya kepada  Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

i Surat Kewetapan Pajak Dacrah (SKPD);

b Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB):

¢ Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang  Bayar Tambahan
(SKPDKBT):

d. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar (SKPDLB);

¢ Sural Ketetapan Pajak dacrah Nihil (SKPDN).

D~ p . . p .
(2) Permohonan keberaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

disampaikan secara erulis dulam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal  SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima olch Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannva,

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk  dalam waktu paling lama 12 (dua
helas } bulan seiak tangos! surat permononal keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterima. sudah memberikan keputusan.

(4)Ajabila setelah lewat wakig 12 (dua belas) bulan scbagaimana
dimaksud  dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak

memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan  keberatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tiduk

menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya

keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

menunda kewajiban membayar pajak. :
Pasal ... (.20
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Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau
selurshnya, kelehihan pembayaran pajuk dikembalikan dengan ditambgh
imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) schulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bl

BABXII

PENGEMBALIAN KFLEBIHAN PEVIBAYARAN PAJAK
Pasal 27
CO Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembisyig papah Ry Bupati stan Pejabal yang ditimguk  secara

tertulis dengan menvebutkan sckurang-kurangnya:

a. Nama dan Alaniyg Wajib Pujak;
b Masa Pajah
¢ Besarnya kelebihan pajak;

d. Alasan yang jelas

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan  sejuk  diterimanya permohonan  pengembalian
kelebthan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus memberikan keputusan .

(H:\;);lhll:l ek sl b e usiiahaud  daldin aval \._) tetah

Guimpain Bupalt sl Peoubat yung dittmjuk - tduk  membernika
Reputusaii, inuha permohonan pengembalian kelebihan paik dianggap

dikabulken dan SKPDLI horus diterbitkan dulam Jangka waklu paling
lama | (satu) bulun
(4) Apabila Wajib Pajak  mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayian papih sebapemoang donaksud dalam ayat (1) lanpsung,
diperhitungkan untuk melunast terfebih dahulu utang pajak dimaksud.
(5)Pengembahian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan

menerbitkan Surat Perinah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
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( A i l" N alye . . .
(6) Apabila pengembalian keleinhan pembayaran pajak dilakukan setelah

lewat waky 2 (dua) bulan sejuk diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau

Peiabat . . ' '
¢jabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan ulang pajak

lainnya sebagaimany dimaksud pada Pasal 27 ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cura pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga

berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB X1l
KPBALUWARSA
Pasal 29

(1) Hek untuk melakukan penagilian pajak, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun lerhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan Dacrah, |

(2) Kedaluwarsa  penagihan  pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Paj.ak baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XVI1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karcna kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tdak benar atau tidak lengkap atau melalﬁpirkan
keterangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama | (satu) tahun dan

atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Waiib ... ///
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atay
mengisi dengan tidak benar atay tidak lengkap atau tidak melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pas:;l3l

(1) Selain Pejabat Penvidil Timum vanoe hertugas menyidik tindak pidana,
PCinyidihan g petanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Qanun i, dapal juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) g lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri

Sipil scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta
melakukan pemeriksaan:

c. Menyuruh berhenti sescorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka:

d. Melakukan penyitaan benda atau surat:

¢ Mengambil sidik ian dup mematret wescarang,

[ Mengambil sescorang  untuk didengar dan  diperiksa sebagai
tersangka atau sukst;

Mendatargkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan

a2

pemeriksaan:

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penuntut
Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik

Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,

i. Mengadakan /% .

tersangka dan keluarganya;
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1. Mengadakan tindakan  Jain
.
UIpCRANGEUng, jawabh.:

BAB XV]

menurut

hukum  yang  dapat

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Hal-ha| yann

pulaksanaannya ak

Pasal 33

DA AT '
Pada saat mulai berfaky Qanun ini,

bulmlan"an dengg

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

/\gar SC“Z]_D orano n\lﬂ‘!"gs:s!\‘:.‘ir.“.

iiii dengan penempatannya dalar: |

belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan

an diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

maka semua peraturan yang

gan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

e, meicninlahkan pengundangan Qanun

-embaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bircucn

puda iapgg‘al 30 November 2002 M

%) ’,_—-.

-J.

25 Ramadhan 1423 H

Diundangkan di Bircuen
pada t.mgga] 2 Desember 2002 M
' 27 Ramddhan 1423 11

'SEKREIARIS DAI"RAII KABUPATEN,

RN bR&HASAN BASRI DJALIL,
RN meb’m Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAI KABUPATEN BIREUEN TAHUN

2002 NOMOR 40

)
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PENJELASAN

ATAS
QANLIN

BABUPATEN BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM :

[ Bahwa dengen ditciyg dun Unlang-undang Nomor 34 Toahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomior 65 Tahun
2001 tentang Pajak Dacrah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli
Daerah.

Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan

(]

Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen perlu melakukan suatu

pemungutan pajak dari sektor hotel dan restoran sebagai upaya penggalian

sumber PAD.

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemnngutan Pajak Hotel dan

o

Restoran nerlu dizti Cuiui Suaw Lanun,

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal |

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
i
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pasal -

Cukup jelas

| §

Dgsail -

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jclas

pasal 7

Cukup jelas

Pasal ¥

Cukup jcla

Pasal ¥

Cukup jela

"l\‘l 1N

(Cukup ol

Pasal 11

Cukup elas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal !6

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

J

vz J
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Cukup jelas
pasal 21
(\J.’\iur “.;“\
Pasa’ 21

Cukup jclas
".‘\.li ::
Cubup jclas

P.n'\.ll ::

Cukup clas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cuhup jelas
Pasal 20
( J‘-u“ jolan
!'Jf\u; :.‘
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasa! 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jeias.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Muliin alac

a
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